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Abstrak. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, berbagai isu negative muncul disekitar masalah pendidikan di daerah karena  kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada daerah. Berdasarkan analisis dengan pendekatan teoritis, isu-isu yang muncul dan opsi kebijakan berkenaan dengan isu-isu tersebut adalah sebagai berikut: (1) rekrutmen guru yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan sistem rekrutmen guru melalui kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga, seperti dengan perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang bagus. Hasil seleksi inilah yang menjadi dasar pengangkatan seorang guru sebagai guru PNS; (2)  tentang promosi jabatan kepala sekolah yang bernuansa politis bisa dihilangkan dengan mengurangi intervensi pejabat politik melalui fit and proper test yang dilakukan oleh sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan PGRI; dan hanya guru yang dinyatakan lolos fit and proper test yang dapat diangkat sebagai kepala sekolah, dan (3) pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dapat dilakukan dengan pengisian surat pernyataan bagi guru yang akan bertugas di daerah terpencil untuk tidak mengajukan mutasi selama 10 tahun kedepan, bila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas; dan (4) kepala daerah dan anggota DPRD perlu diberikan/diikutkan dalam workshop berkenaan dengan urgensi pengelolaan pendidikan di daerah. Walaupun timbul berbagai masalah, pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Hasil tersebut antara lain: adanya penambahan jumlah sekolah baru, jumlah guru, sekolah gratis, sekolah unggulan di daerah dan pemberian sertifikasi guru. 
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Abstract. Since the enactment of regional autonomy, a variety of negative issues arise around the issue of education in the area because of the authority of the management of primary and secondary education is given to the area. Based on the analysis of theoretical approaches, emerging issues and policy options with regard to these issues are as follows: (1) recruitment of teachers is full of corruption, collusion and nepotism, to overcome this, it is necessary to teacher recruitment system through cooperation with the second or third, as a college that has a good reputation. Result of selection is the basis for the appointment of a teacher as civil servant teachers, (2) promotion of a political principals could be eliminated by reducing the intervention of political authorities through the fit and proper test conducted by a special team established by the Ministry of Education and Culture in collaboration with PGRI, and only teachers who passed the fit and proper test to be appointed as principal, and (3) distribution and the distribution of teachers among the areas that are not proportionate to do with the charging affidavit for teachers who serve in remote areas do not apply to mutation for 10 years, if violated will be subject to strict sanctions, and (4) regional head and members of parliament should be given / included in the workshop with regard to the urgency of management education in the area. Although many issues arise, the implementation of regional autonomy in education that have been running more than a decade has shown remarkable results. The results include: the addition of a new school, the teachers, free schools, top schools in the area and the provision of teacher certification.
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Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah berbagai bentuk kebijakan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Setelah lebih dari satu dasawarsa otonomi daerah digulirkan, banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak negative. Pada bidang pendidikan misalnya, semula kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMP/SMA) di tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan yang berada di ibukota provinsi. Mulai dari rekrutmen/penerimaan guru SMP/SMA/SMK, mutasi (pemindahan) guru, hingga promosi jabatan sebagai wakil/kepala sekolah  merupakan kewenangan kantor wilayah. Menurut Lasmawan (2003:3), berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu. 
Sejak otonomi daerah, sesuai dengan tuntutan undang-undang, semua kewenangan pengelolaan pendidikan, diserahkan  kepada pemerintah daerah melalui kepala daerah (bupati/walikota), bahkan kewenangan kepala daerah terhadap pendidikan dasar dan menengah lebih besar dari kewenangan sebelum otonomi daerah. Belakangan kewenangan yang sangat besar tersebut banyak menimbulkan persoalan dan masalah. Mulai dari masalah rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pengangkatan guru honor yang tidak ada standar khusus, promosi jabatan wakil/kepala sekolah yang bernuansa politis, hingga pada pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dan professional. 

Pada pengangkatan/rekrutmen guru (SD, SMP, SMA, dan SMK), karena sudah menjadi kewenangan kepala daerah (bupati/walikota), sangat kental dengan nuansa KKN. Pada proses ini, seringkali anggota DPRD dan kepala daerah melakukan intervensi, termasuk orang-orang atau pejabat yang merupakan bagian dari tim sukses pemenangan pemilukada (pemilihan kepala daerah). Fakta ini sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa seorang guru bisa diterima menjadi guru PNS apabila ada kedekatan dengan anggota DPRD atau kepala daerah, atau yang sering disebut dengan AMPI (anak, menantu, ponakan, dan ipar).
Persoalan berikutnya yang juga sangat memprihatinkan adalah pengangkatan kepala sekolah. Walaupun sudah ada rambu-rambu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010, itu hanya mengatur tentang rambu-rambu dan kriteria bagi calon kepala sekolah (kasek) saja, mutasi kepala sekolah tetap menjadi kewenangan kepala daerah masing-masing. Karena kepala daerah diberikan kewenangan untuk hal itu, maka seringkali pengangkatan kepala sekolah tidak didasarkan pada prestasi dan kinerja yang bersangkutan, tetapi banyak dipengaruhi oleh factor nepotisme dan politik. Dalam banyak kasus, seorang guru akan diangkat sebagai kepala sekolah apabila dapat memberikan kontribusi dalam pemenangan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dikeluarkannya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 itu dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari kasek. Sebab, banyak daerah yang memberikan jabatan kasek atau jabatan lainnya itu merupakan bagian dari "hadiah" yang diberikan kepala daerah ketika yang bersangkutan memberikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Oleh karena itu, katanya, persyaratan dan kriteria jabatan kepala sekolah harus jelas dan tegas. "Bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan jangan dipaksakan, sebab nantinya justru akan mengacaukan kualitas pendidikan itu sendiri," ujarnya.
 
Apabila seorang guru dianggap tidak ada kontribusinya dalam pemenangan pemilukada, maka jangan diharap bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie, bahwa penerapan otonomi daerah memicu politisasi sektor pendidikan yang mengakibatkan pendidikan di daerah sulit berkembang. "Sebenarnya ada dua aspek otonomi daerah yang memengaruhi sektor pendidikan yakni aspek politis, seringnya tenaga guru menjadi korban politisasi elite di daerah, dan aspek teknis."
 
Selanjutnya, seringkali daerah terpencil atau daerah pinggiran kota kekurangan tenaga guru. Sementara wilayah perkotaan atau daerah yang dekat dengan wilayah kota kelebihan jumlah guru. Sebenarnya pada saat rekrutmen guru, ada surat pernyataan yang harus mereka tandatangani, yaitu bersedia ditempatkan sebagai guru daerah terpencil atau wilayah pinggiran kota. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, karena guru yang bersangkutan masih memiliki hubungan dengan anggota DPRD, atau memiliki hubungan dengan kepala daerah, atau ada kaitan dengan tim sukses pemilukada, atau memiliki hubungan kedekatan dengan pejabat pada Dinas Pendidikan setempat, maka dalam waktu singkat guru yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lingkungan sekolah di kota. Apabila dicermati lebih lanjut, maka mayoritas guru yang mengajar di wilayah perkotaan memiliki hubungan dan keterkaitan dengan orang-orang yang telah disebutkan di atas, atau masih masuk dalam anggota AMPI.

Berbagai isu tersebut di atas, menjadi pembicaraan masyarakat umum di Kabupaten Lahat, terutama di lingkungan sekolah dan guru-guru, dan mungkin juga di daerah lain. Tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan isu-isu tentang rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pengangkatan guru honor yang tidak ada standar khusus, promosi jabatan kepala sekolah yang bernuansa politis, hingga pada pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dan professional. Tujuan dari penulisan tema ini adalah untuk menganalisis dan membahas serta memberikan solusi dan rekomendasi terhadap berbagai permasalahan akibat kebijakan otonomi daerah dalam hubungannya dengan kewenangan kepala daerah di bidang pendidikan, dan pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada ruang lingkup sebagaimana dikemukakan di atas.

Strategi Konseptual

Dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan merupakan sasaran utama, oleh karena itu konsensus atau kesepakatan-kesepakatan para pejabat bawahan (implementor) sangat berperan serta dalam hal ini. Disamping itu konsensus tersebut menunjukkan bahwa motivasi dan tanggungjawab implementor dalam membangun organisasi sebagai wadah menjalankan amanah mensejahterakan masyarakat semakin terwujud. Gross dan Berstein dalam Winarno (2007:153) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsensus dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu: 

Pertama, peran serta dapat menimbulkan semangat staf yang tinggi dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; kedua,  peran serta menimbulkan komitmen yang besar dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; ketiga, peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; dan keempat, peran serta memudahkan implementasi yang berhasil; para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan, jika prakarsa atas pelaksanaan kebijakan semata-mata berasal dari pejabat yang menjadi atasan mereka.
Pada tahapan implementasi, sebuah kebijakan harus memiliki 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan satu sama lain sebagai suatu sistem. Menurut Abdullah dalam Kamuli (2011:11) ketiga unsur utama tersebut meliputi: “1) unsur pelaksana (implementor); 2) adanya program yang akan dilaksanakan; 3) target groups”. Pada tingkat pemerintahan, pihak yang terutama berkewajiban melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi. 

Birokrasi pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan yang dalam posisinya secara hirarkial adalah para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil. Kekuasaan personil dalam pandangan Winarno (2007: 159) dapat diukur dari: 

Pertama, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan.  Kedua, pejabat dapat melakukan kontrol anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.
Bentuk yang dipertangungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Dalam kaitan itu Tachjan (2008: 31) menyatakan bahwa: “pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program”. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2008) bahwa: “Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut harus dipahami oleh implementor/pelaksana program mengenai aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedure kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Beberapa ahli berbeda pandangan mengenai keberhasilan suatu implementasi kebijakan apabila diterapkan dalam dunia nyata. Perbedaan tersebut maksudnya adalah ada sebagian para ahli mengemukakan bahwa implementasi kebijakan itu dapat berhasil jika didukung oleh faktor-faktor yang saling menguatkan seperti sebuah sistem yang saling terkait, dan disisi lain ada yang mengemukakan sebagai variabel-variabel. Perbedaan pandangan tersebut adalah logis karena tergantung pada konteks mana para ahli kebijakan itu memandangnya dari berbagai sisi masing-masing. 

Grindle mengemukakan bahwa implementasi berkaitan dengan beberapa faktor antara lain: resources, intergovernmental relations, commitment bureaucracy, and reporting mechanisms. Faktor-faktor tersebut umumnya terdapat di negara-negara berkembang yang masih baru dalam mengimplementasikan kebijakan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya. Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang tidak jauh berbeda dengan kondisi dimana Grindle mengkaji kasus implementasi kebijakan, yaitu di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum kebijakan itu diimplementasikan seharusnya terlebih dahulu dirumuskan Policy Goals kemudian dioperasionalkan dalam bentuk Action Programs dengan memperhitungkan individu dan anggarannya untuk mencapai tujuan dari implementasi tersebut (Tachjan, 2008).
Implementasi kebijakan dalam pandangan Grindle dalam Winarno (2007) merupakan suatu proses administrasi dan proses politik. Kedua proses tersebut digambarkan Grindle sebagai berikut: 
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Gambar 1: Implementation is a Political and Administrative Process

Dari ilustrasi tersebut nampak bahwa aktivitas implementasi dipengaruhi oleh proses administrasi dan proses politik. Content of policy dipahami sebagai proses administrasi karena terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, manfaat dari kebijakan, adanya perubahan yang diharapkan terjadi ketika kebijakan implementasi, keputusan yang tepat mengenai lokasi dimana kebijakan diimplementasikan, pelaksana program yang kompeten dan kapabel, serta tersedianya berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan. Sedangkan implementasi kebijakan sebagai proses politik dipahami sebagai context of implementation, karena di dalam implementasi kebijakan terlibat berbagai kelompok kepentingan yang memiliki power atau pengaruh dimana kebijakan itu diimplementasikan. Kelompok kepentingan tersebut turut serta menjadi aktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan dimaksud seperti: tokoh adat, tokoh agama, politisi, dan LSM. dan lain-lain. Dengan keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan tersebut, diharapkan kelompok sasaran dapat mengikuti atau patuh dan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan berhasil atau tidak perlu dilakukan evaluasi atau control untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan, baik program aksi yang diimplementasikan (rancangan program aksi), individu yang terlibat dan anggaran untuk kelanjutan implementasi. Dalam pandangan Grindle, hal ini harus dilakukan secara terus menerus bagai suatu system yang saling terkait meliputi Input – Process – Output dan Outcomes. 

Sebagai suatu sistem, implementasi kebijakan harus mengacu pada tujuan, yaitu dampaknya menimbulkan perubahan dan memenuhi harapan kelompok sasaran. Dampak tersebut dipengaruhi oleh aktivitas implementasi yang meliputi dimensi-dimensi sebagai berikut: Pertama, Interests affected. Kebijakan yang diimplementasikan harus mampu mengakomodir kepentingan/kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan,  baik secara individu, kelompok, maupun secara kelembagaan. Kedua, Type of benefits. Individu-individu yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang telah dilembagakan diharapkan agar mereka dapat merasakan manfaatnya dari kebijakan yang diperuntukkan pada mereka. Bergabungnya individu-individu menjadi kelompok-kelompok tersebut diharapkan akan terbangun ikatan emosional karena latar belakang kehidupan dan aktivitas usaha yang sama, sehingga tujuan dari kebijakan akan lebih mudah dicapai. Antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran diharapkan terjalin interaksi yang saling menguntungkan. Kelompok sasaran dikondisikan agar menjadi bagian dan memiliki andil dalam keberhasilan implementasi kebijakan, demikian pula sebaliknya pelaksana kebijakan tidak memposisikan kelompok sasaran sebatas objek tetapi sekaligus sebagai subjek dari kebijakan tersebut. 
Ketiga, Extent of change envisioned. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah apapun bentuknya, dimaksudkan agar kelompok sasaran mengalami perubahan secara mendasar, sehingga akhir dari suatu kebijakan akan berdampak pada perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku mereka. Melakukan perubahan tersebut memerlukan pendekatan yang dapat menimbulkan simpati dan empati dalam kaitan dengan aktivitas usaha yang dijalani. Hal yang menjadi tantangan yang selalu dihadapi pelaksana kebijakan, adalah mereka sangat jauh dari jangkauan informasi, teknologi, pendidikan, dan pergaulan dengan dunia luar. Kebiasaan berusaha yang dilandasi oleh tradisi turun temurun diharapkan akan berubah menjadi kebiasaan yang lebih produktif yang menjamin masa depan bagi keluarganya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Keempat, Site decision making. Keputusan yang tepat dalam menentukan lokasi pelaksanaan kebijakan turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Artinya salah menentukan lokasi/tempat implementasi kebijakan berakibat pada kegagalan kebijakan, sebaliknya jika lokasi yang dipilih sesuai dengan isi kebijakan tersebut, maka kemungkinan besar kebijakan itu akan berhasil. Penentuan lokasi kebijakan baiknya dilakukan melalui studi kelayakan atau berdasarkan hasil kajian mendalam, baik oleh lembaga pemerintah, swasta, LSM yang memiliki kompetensi dan konsen pada masalah-masalah kelautan dan perikanan, maupun pelibatan pihak perguruan tinggi sehingga hasilnya lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, Program implementers. Pelaksana kebijakan dituntut memiliki kemampuan manajerial maupun kemampuan teknikal (managerial skill and tecknical skill). Hal ini diperlukan karena pelaksana program/implementator berhadapan langsung dan selalu berinteraksi dengan kelompok sasaran yang memiliki berbagai keterbatasan. Keenam,  Resources committed. Ketersediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan mutlak diperlukan. Sumber daya dimaksud berupa sarana dan prasarana, serta biaya operasional yang dapat memperlancar implementasi kebijakan di lapangan. Ketujuh,  Power, interests, and strategies of actors involved. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh di tempat/ lokasi pelaksanaan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang sekaligus menjadi aktor-aktor kunci yang patut diperhitungkan, seperti: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan Lembaga Sosial Masyarakat, serta  dengan politisi yang berasal dari wilayah pemilihan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.
Kedelapan,   Institution and regime characteristic. Dukungan pemerintah setempat secara kelembagaan akan menentukan keberhasilan kebijakan/program yang diimplementasikan. Pemerintah setempat memiliki akses untuk memobilisasi masyarakatnya karena setiap hari bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka, baik karena hubungan pemerintahan maupun hubungan kekeluargaan. Disamping dukungan tersebut, kelompok sasaran pun butuh perhatian pemerintah setempat, bentuk perhatian tersebut seperti selalu memberi motivasi dan pandangan-pandangan untuk membangkitkan semangat berusaha. Pemerintah setempat sangat memahami karakteristik dan kenderungan-kecenderungan masyarakatnya, oleh karena itu diusahakan menggunakan pendekatan yang sifatnya humanistik kepada mereka agar tidak terkesan ada gap antara pemerintah setempat dengan kelompok sasaran. Interaksi terus dijalin sehingga mereka patuh dan tanggap terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
Kesembilan,   Compliance and responsiveness. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Kelompok-kelompok yang dibentuk diharapkan mampu melakukan kerjasama, bersama-sama melakukan pengawasan, baik terhadap fasilitas yang diberikan maupun aktivitas usaha yang telah disepakati bersama. Selain itu implementator kebijakan memberi reward kepada kelompok sasaran sebagai upaya merangsang agar memenuhi kewajiban mereka melunasi angsuran sebelum batas waktu yang telah disepakati. Dipihak lain implementator pun memberi punishment kepada kelompok-kelompok yang tidak patuh memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan yang telah dibuat

Pembahasan dan Hasil

Berangkat dari latar belakang, fenomena, fakta serta teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka persoalan-persoalan atau isu-isu tentang rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), promosi jabatan kepala sekolah yang bernuansa politis, hingga pada pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dan professional, sesungguhnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila actor/pelaksana kebijakan, pejabat politik (kepala daerah atau anggota DPRD) serta pejabat eksekutif lainnya bisa menahan diri dan tidak memanfaat berbagai kewenangan yang ada untuk kepentingan pribadi atau golongan. Melalui pendekatan model implementasi kebijakan dari Grindle, maka berbagai persoalan kebijakan tentang pendidikan di daerah dapat dilihat dari dua  hal, yaitu content of policy dan context of implementation.
Dilihat dari konten kebijakan, bahwa implementasi kebijakan bidang pendidikan di daerah merupakan proses administrasi yang diharapkan dapat mengubah pelayanan pendidikan yang lebih baik, lebih mudah, lebih murah dan lebih maju. Disatu sisi memang birokrasi pelaksanaan pendidikan selama era otonomi daerah terasa lebih mudah karena semua urusan birokrasi pendidikan dapat diselesaikan di daerah, dan lebih murah karena semua biaya pendidikan (SD/SMP/SMA) milik daerah (sekolah negeri) bisa ditekan lebih murah bahkan dapat diwujudkan sekolah gratis. Pada era otonomi daerah ini pula muncul sekolah-sekolah unggulan. Artinya, implementasi kebijakan bidang pendidikan di daerah dapat memicu akselerasi kemajuan pendidikan di daerah.
Berbagai penyimpangan yang terjadi selama ini sebenarnya bukan merupakan kekeliruan pada tingkat formulasi kebijakan tentang pendidikan di daerah, tetapi lebih disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat pada sisi implementasi kebijakan itu sendiri. Misalnya dalam proses rekrutmen guru. Aturan main dan rambu-rambu tentang syarat-syarat untuk bisa diangkat sebagai guru sudah sangat jelas, undang-undang tentang guru dan dosen sudah diberlakukan, peraturan pemerintah serta peraturan menteri pendidikan yang mengatur tentang rekrutmen guru sudah lengkap. Akan tetapi pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan rekrutmen ini yang masih menjadi masalah. Kepentingan pribadi atau golongan masih dominan, praktek kecurangan masih terus berjalan, nuansa KKN dalam rekrutmen guru masih terasa kental. Artinya dari fakta tersebut, bukan persoalan kebijakan yang bermasalah, tetapi orang/pejabat yang diberikan kewenangan tentang hal tersebut yang harus diperbaiki dan dibenahi. Memang tidak bisa hanya sistemnya yang diperbaiki, orang yang akan melaksanakan kebijakan tersebut juga sangat urgen untuk diperbaiki, terutama etika dan sikap mentalnya secara simultan.
Selanjutnya, proses pengangkatan kepala sekolah memang menjadi hak dan kewenangan kepala daerah (bupati/walikota). Pengangkatan kepala sekolah tidak serta merta langsung diangkat oleh kepala daerah. Mekanismenya jelas, calon kepala sekolah telah lebih dulu diseleksi oleh kepala Dinas Pendidikan setempat. Berbagai catatan dari kepala dinas menjadi pertimbangan kepala daerah dalam pengangkatan kepala sekolah. Artinya, apabila proses ini diikuti dengan  kepala baik dan dengan aturan serta rambu-rambu yang ada, maka diharapkan dapat diperoleh kepala sekolah yang berkualitas sesuai dengan harapan dan tuntutan undang-undang dan peraturan yang ada.

Selanjutnya, kekurangan guru daerah terpencil atau daerah pinggiran sebenarnya tidak begitu menjadi masalah dan bisa segera diatasi. Upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan mengangkat guru yang berasal dari daerah dimana sekolah itu berada. Beberapa kasus menumpuknya guru-guru di wilayah perkotaan sesungguhnya dapat diatasi apabila kepala daerah dan anggota DPRD dapat menahan diri dan mengikuti aturan yang sudah ada. Selama ini guru-guru yang mutasi ke wilayah perkotaan adalah guru-guru senior yang sudah mengabdi selama kurun waktu 10 hingga 20 tahun dan sudah memungkinkan untuk mutasi. Kasus dua atau tiga orang guru pindah/mutasi dari wilayah pedesaan/daerah terpencil ke wilayah perkotaan atas rekomendasi dari kepala daerah atau anggota DPRD memang pernah ditemukan, tetapi tidak begitu banyak. Misalnya, ada guru yang pindah karena ikut suami bertugas atau karena memiliki hubungan/keterkaitan dengan pejabat politik di daerah.
Jadi, bila dilihat dari konten kebijakan berdasarkan perspektif Grindle, maka proses administrative yang terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, manfaat dari kebijakan, adanya perubahan yang diharapkan terjadi ketika kebijakan implementasi, pelaksana program yang kompeten dan kapabel, serta tersedianya berbagai sumber daya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan tentang pendidikan di daerah sesuai dengan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah, memang telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, walaupun dalam realitasnya masih terdapat berbagai permasalahan seperti telah dikemukakan dimuka.
Sementara itu, bila dilihat dari implementasi kebijakan sebagai proses politik dipahami sebagai context of implementation, karena di dalam implementasi kebijakan terlibat berbagai kelompok kepentingan yang memiliki power atau pengaruh dimana kebijakan itu diimplementasikan. Kelompok kepentingan tersebut turut serta menjadi aktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kelompok kepentingan dimaksud seperti: tokoh adat, tokoh agama, politisi, dan LSM. dan lain-lain. Dengan keterlibatan kelompok-kelompok kepentingan tersebut, diharapkan kelompok sasaran dapat mengikuti atau patuh dan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Pada sisi ini memang diakui bahwa keterlibatan berbagai tokoh tersebut sangat kurang. Krisis kepemimpinan (informal) di daerah sekarang ini sangat nyata dirasakan, terutama tokoh-tokoh masyarakat sudah jarang muncul di daerah. Tokoh adat, tokoh agama, sudah jarang terlibat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Sehingga dengan kondisi demikian kepala daerah dan anggota DPRD sangat dominan dalam implementasi kebijakan bidang pendidikan di daerah. Kewenangan dan keterlibatan dalam persoalan tersebut, memungkinkan kedua actor ini (kepala daerah dan anggota DPRD) banyak melakukan intervensi. Apabila intervensi yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tentu akan memberikan dampak positif, tetapi bila melanggar aturan dan bersembunyi di balik otoritas yang ada, tentu akan merugikan dunia pendidikan di daerah.

Berkenaan dengan itu semua, implementasi kebijakan berhasil atau tidak perlu dilakukan evaluasi atau control untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan, baik program aksi yang diimplementasikan, individu yang terlibat dan anggaran untuk kelanjutan implementasi. Dalam pandangan Grindle, hal ini harus dilakukan secara terus menerus bagai suatu system yang saling terkait meliputi Input – Process – Output dan Outcomes. Artinya, kebijakan otonomi daerah dalam kaitannya dengan otonomi pendidikan dapat memberikan dampak positif sekaligus negative. Menurut Manulang (2012:1), setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : (1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; (2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; (3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; (4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan memang menghadapi berbagai masalah, baik dilihat dari konten maupun konteks kebijakan itu sendiri. Masalah yang timbul tersebut bukan pada kebijakan itu sendiri, tetapi lebih mengarah kepada pelaksana kebijakan di lapangan, terutama adanya intervensi dari pejabat politik di daerah (kepala daerah dan anggota DPRD). Terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); (2)  promosi jabatan kepala sekolah yang bernuansa politis; dan (3) pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dan professional. 
Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Misalnya dengan penambahan jumlah sekolah baru, penambahan jumlah guru, pemberian sekolah gratis, adanya sekolah unggulan di daerah dan pemberian sertifikasi guru. Kalaupun ada beberapa masalah, memang diakui bahwa tidak ada satupun kebijakan yang selalu mulus dalam implementasinya, khusus untuk kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, dampak positif yang diperoleh jauh lebih banyak dan besar dari dampak negative yang muncul. Beberapa masalah pendidikan di daerah, seperti ujian nasional atau RSBI justeru kadang muncul dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Seharusnya berdasarkan manajemen berbasis sekolah, mulai dari penerimaan siswa baru hingga ujian akhir, dikelola oleh sekolah.
Opsi Kebijakan
Beberapa opsi kebijakan berkenaan uraian dari pembahasan permasalahan yang  diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengatasi isu tentang  rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), maka perlu dilakukan system rekrutmen guru PNS melalui kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga, seperti dengan perguruan tinggi yang memiliki reputasi yang bagus, misalnya dengan Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta dan lain-lain. Hasil seleksi yang dilakukan oleh perguruan tinggi inilah yang menjadi dasar pengangkatan seorang guru sebagai guru PNS; (2)  isu tentang promosi jabatan kepala sekolah yang bernuansa politis bisa dihilangkan dengan mengurangi intervensi pejabat politik di daerah. Bahkan bila perlu pengangkatan kepala sekolah dilakukan dengan terbuka melalui fit and proper test yang dilakukan oleh sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan PGRI; dan hanya guru yang dinyatakan lolos fit and proper test yang dapat diangkat sebagai kepala sekolah, dan (3) isu tentang pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dapat dilakukan dengan pengisian surat pernyataan bagi guru yang akan bertugas di daerah terpencil untuk tidak mengajukan mutasi selama 10 tahun kedepan, bila melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas; (4) kepala daerah dan anggota DPRD perlu diberikan/diikutkan dalam workshop berkenaan dengan urgensi pengelolaan pendidikan di daerah.
Beberapa opsi kebijakan tersebut di atas, menurut saya akan dapat memicu dan memacu akselerasi kemajuan pendidikan di daerah. Bukan hanya idea atau harapan semata, tetapi akan terwujud secara nyata di daerah. Insya Allah…
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